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Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan, perlu menetapkan Peraturan Badan
Kepegawaian  Negara tentang Petunjuk  Pelaksanaan

Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

www.peraturan.go.id



2019, No.1356

Menetapkan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1282);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen

PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis
perkebunrayaan.

Analisis Perkebunrayaan adalah kegiatan pengelolaan
kebun raya yang meliputi perencanaan, pengembangan
koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan desain
lanskap taman, pengembangan kawasan konservasi
tumbuhan, dan  bimbingan teknis di bidang
perkebunrayaan.

Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan yang
selanjutnya disebut Analis Perkebunrayaan adalah PNS
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan analisis perkebunrayaan.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Analis Perkebunrayaan dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka
kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis

Perkebunrayaan sebagai salah satu syarat kenaikan
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13.

14.

15.

pangkat dan jabatan.

Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai
adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat
yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja dan
Angka Kredit Analis Perkebunrayaan.

Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Analis Perkebunrayaan baik perorangan
atau kelompok di bidang perkebunrayaan.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan
Fungsional = Analis Perkebunrayaan dan  bukan

pemberhentian sebagai PNS.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN,

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN

(1)

(2)

(3)

GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang
analisis perkebunrayaan pada Instansi Pusat dan
Instansi Daerah.

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS.
Analis Perkebunrayaan berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau
Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi pemerintah
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di

bidang Perkebunrayaan.
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Bagian Kedua

Tugas Jabatan

Pasal 3
Tugas Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan yaitu
melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan meliputi
perencanaan, pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan
koleksi, pembuatan  desain lanskap  taman, dan

pengembangan kawasan konservasi tumbuhan.

Bagian Ketiga

Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

(1) Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan merupakan
Jabatan Fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dari
yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi,
terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli
Pertama;

b. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli
Muda; dan

c. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli

Madya.

Bagian Keempat

Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5
(1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan, terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli

Pertama:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;

dan

www.peraturan.go.id



2019, No.1356

(2)

(3)

(4)

2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
1I/b.
b. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli
Muda:
1. Pangkat Penata, golongan ruang IlI/c; dan
2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli
Madya:
1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b; dan
3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV/c.
Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan
Fungsional Analis Perkebunrayaan berdasarkan jumlah
Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat, dan golongan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III
UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN
URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas unsur utama

dan unsur penunjang.
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Bagian Kedua

Sub Unsur Kegiatan

Pasal 7

(1) Unsur utama Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan

terdiri atas:

a.

Pendidikan, terdiri atas:

1. pendidikan formal dan memperoleh
ijjazah/gelar;

2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di
bidang analisis perkebunrayaan serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan atau sertifikat; dan

3. pendidikan dan pelatihan
prajabatan/pendidikan dan pelatihan
terintegrasi dan memperoleh surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan.

Analisis Perkebunrayaan, terdiri atas:

perencanaan,;

pengembangan koleksi tumbuhan;

perawatan koleksi tumbuhan;

pembuatan desain lanskap taman; dan

a kb=

pengembangan kawasan konservasi tumbuhan.

Pengembangan profesi, terdiri atas:

1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang
perkebunrayaan;

2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan
lainnya di bidang perkebunrayaan; dan

3. penyusunan buku pedoman /ketentuan

pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang

perkebunrayaan.

(2) Unsur penunjang, terdiri atas:

a.

pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan
pelatihan fungsional atau teknis di bidang
perkebunrayaan;

peran serta dalam seminar, lokakarya atau

konferensi di bidang perkebunrayaan;
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c. keanggotaan dalam organisasi profesi;

d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

e. perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan

f.  perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 8
Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Analis
Perkebunrayaan berdasarkan jenjang jabatannya ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan.

Pasal 9
(1) Dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat jabatan

Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk melaksanakan
tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Analis
Perkebunrayaan lain yang berada satu tingkat di atas
atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan
secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan dengan persentasi perolehan Angka Kredit
sebagai berikut:

a. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas
satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit
yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir
kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018.

b. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas
satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka
Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100%

(seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir
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kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018.

(2) Perhitungan Angka Kredit Analis Perkebunrayaan yang
melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas atau satu
tingkat di bawah jenjang jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian untuk Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang Ill/a sampai dengan Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11
Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan kecuali bagi
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Madya
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis
Perkebunrayaan Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda,

golongan ruang IV/c.
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(1)

(2)

(1)

(2)

-10-

BABV
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Penetapan Kebutuhan

Pasal 12
Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan dihitung berdasarkan beban kerja
yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
a. luas area kebun raya yang dikelola
b. jumlah koleksi tumbuhan yang ditanam;
c. prioritas keterwakilan ekoregion; dan
d. jumlah pengguna layanan perkebunrayaan.
Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Pimpinan
Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan melalui pengangkatan pertama,
perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing,
dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional @ Analis Perkebunrayaan  serta  harus
mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan dilakukan setelah pedoman perhitungan
kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan

ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Analis Perkebunrayaan

melalui pengangkatan pertama harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d.  Dberijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV
(DIV) di bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan
arsitektur lanskap atau kualifikasi lain yang
ditetapkan oleh Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

f.  nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan

dari Calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

diangkat menjadi PNS dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional

Analis Perkebunrayaan harus mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional kategori keahlian di
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(S)

(6)

(1)

-12-

bidang perkebunrayaan.

Analis Perkebunrayaan yang belum mengikuti dan/atau
tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari
jabatannya.

Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan
Fungsional Analis Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 15
Pangangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan melalui perpindahan dari jabatan lain
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
berstatus PNS;

a
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

o

sehat jasmani dan rohani;

o

berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV

(DIV) bidang kehutanan, pertanian, biologi, dan

arsitektur lanskap, atau kualifikasi lain yang

ditetapkan oleh Instansi Pembina;

e. mengikuti dan lulus wuji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina,;

f.  memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang perkebunrayaan paling singkat 2 (dua)
tahun;

g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan

menduduki  Jabatan Fungsional  Analis
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(7)
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Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Jabatan

Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Muda;

dan

2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan

menduduki  Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan Ahli Madya.
Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang
jabatan fungsional yang akan diduduki.
Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, yang
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan
Fungsional Analis Perkebunrayaan melalui perpindahan
dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum
batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1)
huruf h.
Penetapan jenjang jabatan melalui perpindahan dari
jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari
jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan  dibuat sesuai contoh  formulir
sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.
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(1)

(2)

(3)

(1)

-14-

Pasal 16

Teknisi Perkebunrayaan yang telah memperoleh ijazah

Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), dengan ketentuan:

a. tersedia kebutuhan wuntuk Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan;

b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;

c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
111/ a;

d. mengikuti dan Ilulus wuji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang
ditentukan.

Teknisi Perkebunrayaan yang akan diangkat menjadi

Analis Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada

angka 1, diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana

(S1)/Diploma IV (DIV) ditambah sebesar 65% (enam

puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat,

tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak
memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Teknisi Perkebunrayaan yang menduduki pangkat

Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah yang

memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV),

sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan ditetapkan terlebih dahulu kenaikan

pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Pasal 17
PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32
Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan ditetapkan, memiliki pengalaman dan
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masih melaksanakan tugas di bidang perkebunrayaan

berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat

disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan Fungsional

Analis Perkebunrayaan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV
(DIV);

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang perkebunrayaan paling singkat 2 (dua)
tahun; dan

f.  nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.

Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/inpassing

dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Analis Perkebunrayaan.

Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), hanya berlaku selama masa

penyesuaian/inpassing.

Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing

ditetapkan  berdasarkan = pangkat terakhir yang

dimilikinya.

Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk

penyesuaian/inpassing dihitung dalam pembulatan ke

bawah, yaitu:

a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu)
tahun;

b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua)
tahun, dihitung 1 (satu) tahun;

c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga)

tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
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d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat)
tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat)
tahun.
Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan
jumlah PNS yang akan disesuaikan/di-inpassing, maka
pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus
mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
PNS yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka
sebelum  disesuaikan/di-inpassing dalam  Jabatan
Fungsional Analis Perkebunrayaan terlebih dahulu
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam
penyesuaian/inpassing telah mempergunakan pangkat
terakhir.
PNS yang telah disesuaikan/di-inpassing dalam Jabatan
Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus
menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta
memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing
lebih lanjut diatur oleh Instansi Pembina.
Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing
dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan,
ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-
undangan dan dibuat sesuai contoh @ formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan, harus selesai ditetapkan paling lambat

S September 2020.
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Paragraf 4

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan melalui promosi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus wuji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan melalui promosi harus

mempertimbangkan kebutuhan jenjang  jabatan

fungsional yang akan diduduki.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Perkebunrayaan melalui promosi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan

Fungsional Analis Perkebunrayaan, dibuat sesuai contoh

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

BAB VI
UJI KOMPETENSI

Pasal 19
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan harus memenuhi standar kompetensi,
mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial
dan Kompetensi Sosial Kultural yang disusun
berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina

serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan
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setingkat lebih tinggi.

Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan
pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi dilakukan mulai tanggal 9 Agustus 2020.

Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang
jabatan telah ditetapkan oleh Instansi Pembina,
pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dilakukan sebelum tanggal 9 Agustus
2020.

BAB VII
TATA CARA PELANTIKAN
DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 20
PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji
jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat
dilakukan kepada  Analis Perkebunrayaan yang
mengalami kenaikan jenjang jabatan.
Analis Perkebunrayaan yang akan dilantik diundang
secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum
tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan
sumpah/janji.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Analis
Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
keputusan pengangkatannya ditetapkan.
Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN
ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 21

(1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk setiap
jenjang sebagai berikut:

a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk
Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama;

b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda; dan

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit
untuk Analis Perkebunrayaan Ahli Madya.

(2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, tidak berlaku bagi Analis Perkebunrayaan
Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam
jenjang jabatan yang didudukinya.

(3) Jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan bagi
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan digunakan

sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua

Angka Kredit Kumulatif

Pasal 22

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh

Analis Perkebunrayaan adalah:

a. Paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit
berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur
pendidikan formal; dan

b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit

berasal dari unsur penunjang.
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BAB IX
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Penilaian Kinerja

Pasal 23
Penyusunan SKP Analis Perkebunrayaan ditetapkan sebagai
berikut:
a. SKP Analis Perkebunrayaan disusun awal tahun yang

(1)

(2)

akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus
disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

SKP Analis Perkebunrayaan disusun berdasarkan
penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

SKP Analis Perkebunrayaan diambil dari butir kegiatan
yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit
berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat

kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.

Bagian Kedua

Hukuman Disiplin

Pasal 24

Analis Perkebunrayaan akan mendapat hukuman disiplin
tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada
akhir tahun hanya 25 % (dua puluh lima persen) sampai
dengan 50 % (lima puluh persen) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analis Perkebunrayaan akan mendapat hukuman disiplin
tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya
kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu

Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit diajukan

oleh Analis Perkebunrayaan kepada pimpinan unit kerja

atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas
yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan setelah
diketahui atasan langsung.

Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

melampirkan daftar usul penilaian dan penetapan angka
kredit Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dibuat
sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit

Analis Perkebunrayaan harus melampirkan sebagai

berikut:

a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan dan fotokopi bukti-bukti mengenai
ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan, dibuat sesuai contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini;

b. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis
perkebunrayaan, dibuat sesuai contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini;

c. surat penyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
dan

d. surat pernyataan melakukan kegiatan unsur
penunjang tugas perkebunrayaan, dibuat sesuai
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Surat Pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun

dalam daftar usul penilaian dan penetapan Angka Kredit,

harus dilampirkan dengan bukti fisik.

Penyampaian daftar usul penilaian dan penetapan Angka

Kredit oleh Pimpinan unit kerja atau paling rendah

pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung

jawab di bidang ketatausahaan kepada pejabat yang
berwenang mengusulkan daftar usul penilaian dan
penetapan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Usulan penetapan Angka Kredit Analis Perkebunrayaan

diajukan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian kepada Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia atau Pejabat Tinggi Madya
yang ditunjuk Kepala Lembaga [lmu Pengetahuan
Indonesia untuk Angka Kredit bagi Analis
Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di
lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

dan Pemerintah Daerah;

b. Pimpinan Satuan Kerja paling rendah Pejabat

Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kepegawaian pada
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka
Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
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Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan
Lembaga [Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah paling
rendah Pejabat Administrator kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Analis
Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang IlI/d di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian
paling rendah Pejabat Administrator kepada
Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit
Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama pangkat Penata
Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang IlI/d di lingkungan perguruan
tinggi.

Bagian Kedua

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit terhadap Analis
Perkebunrayaan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam setahun.

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan
pangkat Analis Perkebunrayaan dilakukan 3 (tiga) bulan
sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan

ketentuan sebagai berikut:

untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit
ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun

yang bersangkutan; dan
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b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka
Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli
tahun yang bersangkutan.

Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Analis

Perkebunrayaan harus dinilai secara seksama oleh Tim

Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka

Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan

Fungsional Analis Perkebunrayaan.

Bahan wusulan penetapan Angka Kredit yang telah

dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, yaitu:

a. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka
Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
Perguruan Tinggi;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian pada Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia untuk Angka Kredit Analis
Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang IlI/a sampai dengan Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang III/d di lingkungan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang
kesekretariatan pada Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Analis

Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata
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Muda, golongan ruang Ill/a sampai dengan Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat
I, golongan ruang III/d di lingkungan Unit Pelaksana
Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

d. Pimpinan perguruan tinggi untuk Angka Kredit
Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan
perguruan tinggi.

Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan daftar

usul penilaian dan penetapan Angka Kredit menjadi

penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang

menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Asli Penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi

pengusul dan Analis Perkebunrayaan yang bersangkutan

serta salinan sah disampaikan kepada:

a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian
yang bersangkutan.

Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian,

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan

sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai

batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum

pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh

atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka

Kredit.

Penetapan Angka Kredit Analis Perkebunrayaan, dibuat

sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
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Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

BAB XI
TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 27

Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan terdiri

atas:

a.

Tim Penilai Pusat bagi Kepala Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia atau Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya yang ditunjuk pada Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan
Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi;

Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kepegawaian pada Lembaga
[Imu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit Analis
Perkebunrayaan Ahli Pertama, Pangkat Penata Muda,
golongan ruang IlI/a sampai dengan  Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d di lingkungan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia;

Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada
Provinsi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di
lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
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Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan
Tinggi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
sampai dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di
lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 28
Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
Susunan keanggotaan Tim  Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Analis Perkebunrayaan Ahli Madya.
Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada
instansi masing-masing.
Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis

Perkebunrayaan.

Pasal 29

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a.

(1)

menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari
jabatan/pangkat Analis Perkebunrayaan yang dinilai;
memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
kinerja Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan; dan

aktif melakukan penilaian kinerja.

Pasal 30
Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum dapat terbentuk,
penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Analis

Perkebunrayaan Ahli Muda dapat dilakukan oleh Tim
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Penilai di Instansi lain terdekat atau Tim Penilai Pusat.
Dalam hal Tim Penilai Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama
dan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda dilakukan oleh
Tim Penilai Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
lain terdekat, Tim Penilai Unit Kerja atau Tim Penilai
Pusat.

Dalam hal Tim Penilai Perguruan Tinggi belum dapat
terbentuk, penilaian Angka Kredit Analis Perkebunrayaan
Ahli Pertama dan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda
dapat dilakukan oleh Tim Perguruan Tinggi terdekat atau
Tim Penilai Pusat.

Masa jabatan anggota Tim Penilai, yaitu 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan
berikutnya.

Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat diangkat kembali setelah
melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun
atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua
Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota
Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang
tersisa.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota Tim
Penilai.

Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak
dapat dipenuhi dari Analis Perkebunrayaan, maka
anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang
memiliki kompetensi dalam penilaian kinerja Analis

Perkebunrayaan.
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Pasal 31

Pembentukan dan Susunan Anggota Tim Penilai Jabatan

Fungsional Analis Perkebunrayaan ditetapkan oleh:

a.

(1)

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Tim Penilai
Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja di lingkungan Lembaga
[Imu Pengetahuan Indonesia;

Pejabat  Pimpinan  Tinggi Pratama di  bidang
Kesekretariatan pada Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten /Kota untuk Tim Penilai
Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Tim Penilai Perguruan

Tinggi.

Pasal 32
Tugas Tim Penilai sebagai berikut:
a. Tugas Tim Penilai Pusat
1. membantu Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia atau Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi kepegawaian dalam menetapkan
Angka Kredit bagi Analis Perkebunrayaan Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c di lingkungan Lembaga
[Imu Pengetahuan Indonesia, Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
Perguruan Tinggi; dan
2. melaksanakan tugas lain yang berhubungan
dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana
dimaksud pada angka 1.
b. Tugas Tim Penilai Unit Kerja
1. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi kepegawaian untuk Angka
Kredit bagi analis perkebunrayaan Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang

[lI/a sampai dengan Analis Perkebunrayaan
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Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d di lingkungan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia; dan

melaksanakan tugas lain yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana

dimaksud pada angka 1.

c. Tugas Tim Penilai Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota

1.

membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kesekretariatan daerah untuk
Angka Kredit bagi Analis Perkebunrayaan Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
[lI/a sampai dengan Analis Perkebunrayaan
Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d di lingkungan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota; dan

melaksanakan tugas lain yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana

dimaksud pada angka 1.

d. Tugas Tim Penilai Perguruan Tinggi

1.

membantu Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi
Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit
Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang Ill/a sampai
dengan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
di lingkungan Perguruan Tinggi; dan

melaksanakan tugas lain yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana

dimaksud pada angka 1.
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Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 33
Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang
anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus
sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai
kemampuan teknis yang diperlukan.
Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan
pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal
memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus
atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.
Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara
apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau

kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII
KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 34
Kenaikan jabatan bagi Analis Perkebunrayaan dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta memperhatikan:
a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
e. mengikuti dan lulus uji kompetensi.
Kenaikan jabatan dari Analis Perkebunrayaan Ahli

Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a

www.peraturan.go.id



2019, No.1356

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-32-

sampai dengan menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli
Madya, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/c
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang IlI/d yang akan naik jenjang
jabatan  setingkat lebih  tinggi menjadi Analis
Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a harus mengumpulkan sebanyak 6 (enam)
Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan
profesi.
Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersifat
kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang
jabatan sebelumnya.
Analis Perkebunrayaan yang telah memenuhi syarat
untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi
namun belum tersedia lowongan jabatan pada jenjang
jabatan yang diduduki, setiap tahun wajib memenuhi
Angka Kredit dari kegiatan analisis perkebunrayaan dan
pengembangan profesi, yaitu:
a. 10 (sepuluh) Angka Kredit wuntuk Analis
Perkebunrayaan Ahli Pertama; dan
b. 20 (dua puluh) Angka Kredit untuk Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda.
Analis Perkebunrayaan Ahli Madya yang menduduki
pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak
menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling
sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan analisis
di bidang Analis Perkebunrayaan, dan pengembangan
profesi.
Analis Perkebunrayaan pada tahun pertama telah
memenuhi atau  melebihi Angka  Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa
jabatan yang diduduki, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua
puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit
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yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Analis Perkebunrayaan yang memiliki Angka Kredit
melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit
tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan
berikutnya.

Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

Kenaikan pangkat bagi Analis Perkebunrayaan dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta mempertimbangkan:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat PNS Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia yang menduduki jabatan Analis
Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a untuk menjadi pangkat Pembina Utama
Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan
Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah
mendapat  pertimbangan  teknis Kepala  Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi yang menduduki
jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat

Penata Muda, golongan ruang IlI/a untuk menjadi Penata
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Muda Tingkat I, golongan ruang IlI/b sampai dengan
untuk menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan  teknis Kepala Badan = Kepegawaian
Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara.

Kenaikan pangkat PNS Instansi Pusat diluar Lembaga
[Imu Pengetahuan indonesia yang menduduki jabatan
Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang IlI/a untuk menjadi Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk
menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan
dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang
bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten/Kota yang
menduduki jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang IlI/a untuk
menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
sampai dengan untuk menjadi Analis Perkebunrayaan
Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat bagi Analis Perkebunrayaan dalam
jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan
jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Analis Perkebunrayaan yang memiliki Angka Kredit
melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit
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tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat
berikutnya.

Analis Perkebunrayaan pada tahun pertama telah
memenuhi atau  melebihi Angka  Kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa
pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya
diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua
puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit
yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Analis
Perkebunrayaan.

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat bagi
Teknisi Perkebunrayaan dalam jenjang yang lebih tinggi
dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
ayat (7) dan ayat (8), dibuat sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 36
untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Analis Perkebunrayaan diikutsertakan pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Analis Perkebunrayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau
pertimbangan dari Tim Penilai.
Pelatihan yang diberikan bagi Analis Perkebunrayaan,
antara lain dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis.
Selain  pelatihan, Analis Perkebunrayaan  dapat

mengembangkan kompetensi melalui program
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pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang teknisi

pengelolaan perkebunrayaan.

Program pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan

dalam bentuk:

a. mempertahankan  kompetensi sebagai  Analis
Perkebunrayaan (maintain rating);

b. seminar;

c. lokakarya (workshop); atau

d. konferensi.

Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan fungsional Analis Perkebunrayaan

oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku

Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 37

Analis Perkebunrayaan diberhentikan dari jabatannya,

apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
dan Jabatan Pelaksana; atau

f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pemberhentian sementara dari PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:

a. diangkat menjadi Pejabat Negara;

b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga

non struktural; atau
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c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
Analis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan
Jabatan Fungsional Analis perkebunrayaan.

Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Analis Perkebunrayaan dibuat sesuai contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.
Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 38
Analis Perkebunrayaan karena diberhentikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf e dapat dikembalikan kedalam
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.
Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan
terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf e harus memperhatikan
tersedianya kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi
Perkebunrayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir
yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit
dari  pelaksanaan  bidang tugas jabatan dan
pengembangan profesi.

Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Analis
Perkebunrayaan dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWALAN NEGARA
REPUBLIK INDONESLA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH-CONTOH
1. Contoh penetapan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Jabatan
Fungsional Analis Perkebunrayaan.
a. Penetapan jenjang jabatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan
ruang.
Sdri. Yeyen Novitasari, SP., NIP. 199211202018012001, pangkat Penata
Muda, golongan ruang II/a. Yang bersangkutan akan diangkat dalam
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, maka penilaian untuk
menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:
1) Pendidikan sekolah Sarjana [S1) sebesar 100 [seratus) Angka Kredit;
2) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III sebesar 2 (dua)
Angka Kredit;
3) Diklat fungsional di bidang perkebunrayaan sebesar 2 (dua) Angka
Kredit; dan
4) Pelaksanaan tugas di bidang perkebunrayaan sebesar 4 (empat)
Angka Kredit,
sehingga jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditetapkan sebesar 108
[zeratus delapan). Dengan demikian jenjang jabatan untuk
pengangkatan Sdri. Yeyen Novitasari, S.P sesuai dengan pangkat,
golongan ruang yang dimilikinya yakni Analis Perkebunrayaan Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
b. Penetapan jenjang jabatan yang tidak sesuai dengan pangkat dan
golongan ruang.
Sdr. Agus Suhatman, MP., NIP. 196708251987031001, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Bidang Konservasi
Tumbuhan Ex Situ, akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr.
Agus Suhatman, MP. mempercleh 325 (tiga ratus dua puluh lima)
Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:
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1) Pendidikan sekolah Sarjana (S2) sebesar 150 (seratus lima puluh)
Angka Kredit;

2) Diklat fungsional/teknizs yang mendukung tugas  Analis
Perkebunrayaan sebesar 10 (sepuluh) Angka Kredit;

3) Pelaksanaan tugas di bidang perkebunrayaan sebesar 160 |seratus
enam puluh) Anglka Kredit;

4) Pengembangan profesi sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit;
dan

5) Penunjang tugas Analis Perkebunrayaan sebesar 30 (tiga puluh)
Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit kumulatif yang diperoleh Sdr. Agus Suhatman,

MP., sebesar 373 (tiga ratus tujuh puluh lima), maka penetapan jenjang

jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan

ruang yang dimiliki yaitu Analis Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a.

2. Contoh pelaksanaan tugas

a. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas
jenjang jabatannya.
Sdr. Mujahidin, SP., NIP. 196509151987031003, jabatan Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan mang
ifd pada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI. Yang
bersangkutan  ditugaskan  untuk — mengklasifikasikan  tingkat
permasalahan fkerusakan berdasarkan hasil analisis data (ringan,
sedang, dan berat] dan tindak lanjutnya dengan Angka Kredit sebesar
0,150. HKegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Analis
Perkebunrayaan Ahli Madya.
Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Mujahidin, SP., dalam
jabatan Analis Perkebunrayaan jenjang Ahli Muda,
sebesar 80% X 0,150 = 0,120.

b. Analis Perkebunrayaan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya.
Sdr. Sahromi, S.Hut., NIP. 196712271988031002, jabatan Analis
Perkebunrayaan Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang I1I/c pada
Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya-LIPI. Yang bersangkutan
ditugaskan melakukan kegiatan Melakukan analisis potensi bibit
koleksi tanaman untuk pengkayaan koleksi Kebun Rayadengan Angka
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Kredit sebesar 0,030. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan
Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Sahromi, S.Hut.,
jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda,
sebesar 100% X 0,030 = 0,030.

3. Contoh perpindahan jabatan lain
a. Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada perolehan Angka Kredit

tanpa melihat masa kerja pangkat dan golongan ruang.
Sdr. Kusdianto, M.Si NIP.197807052002031001, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Koleksi
akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan.
Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan
kegiatan antara lain:
1) Unsur utama

a) Diklat fungsional bidang Perkebunrayaan sebesar 6 (enam)

Angka Kredit;
b) Pelaksanaan tugas di bidang Perkebunrayaan sebesar 25 (dua
puluh lima) Angka Kredit; dan

c) Pengembangan profesi sebesar 6 (enam) Angka Kredit.
2) Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang pengawasan

koperasi sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.
Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 39 (tiga puluh sembilan) Angka Kredit
ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150
(seratus lima puluh) Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar
189 (seratus delapan puluh sembilan) Angka Kredit. Maka Sdr.
Kusdianto, M.Si, diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa
kerja pangkat dan golongan ruang.
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b. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain
paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana
dipersyaratkan.

Sdr. Husni, M.P., NIP. 196404081995031001, pangkat Pembina,
golongan ruang IV/a, menduduki Kepala UPTD Kebun Raya pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Analis Perkebunrayaan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Analis Perkebunrayaan Ahli Madya, maka penyampaian
usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian paling lambat akhir bulan Oktober 2018 dan penetapan
keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Maret 2019,
mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.

4. Contoh kenaikan jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda ke Ahli Madya.
Pengumpulan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Analis
Perkebunrayaan dari Ahli Muda Ke Ahli Madya wajib mengumpulkan angka
kredit 6 dari unsur pengembangan profesi.

Sdr. I Wayan Armawa, M.Si., NIP. 198011302005041001, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang I11/d, jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda,
Angka Kredit kumulatif sebesar 315 (tiga ratus lima belas). Pada masa
penilaian berikutnya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit
sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:
1) Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis
yang mendukung tugas Analis

6 Angka Kredit

Perkebunrayaan
2) Pelaksanaan kegiatan analisis di bidang
Analis Perkebunrayaan

78 Angka Kredit

3) Pengembangan Profesi
Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil
penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi

6 Angka Kredit

di bidang Perkebunrayaan yang

dipublikasikan dalam majalah ilmiah yang

diakui oleh LIPI
Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh adalah 315 + 90 = 405
Angka Kredit.
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Dalam hal demikian, mengingat I Wayan Armawa, M.Si., telah memenuhi
Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 (enam)
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat
setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi
untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, pegawai yang bersangkutan
dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Perkebunrayaan jenjang
Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV /a.

Contoh kenaikan pangkat

a. Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Daden Sukarta, S.P., M.Si., NIP. 197905052002041001, pangkat
Penata Tingkat I, golongan ruang II1/d terhitung mulai tanggal 1 April
2016, jabatan Analis Perkebunrayaan Ahli Muda. Berdasarkan hasil
penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Daden Sukarta, S.P.,
M.Si., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan
dipertimbangkan wuntuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina,
golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka
sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu
ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Analis Perkebunrayaan Ahli
Madya.

b. Analis Perkebunrayaan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka

Kredit yang ditentukan.
Sdri. Agustina, S.Hut., NIP. 198610162009042010 pangkat Penata,
golongan ruang IIfc terhitung mulai tanggal 1 April 2018, jabatan
Analis Perkebunrayaan Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi
Penata Tingkat I, golongan ruang II/d, pegawai yvang bersangkutan
memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Adapun Angka Kredit
Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat 1,
golongan ruang IIf/d waitu 300 Angka Kredit. Dengan demikian
Agustina, S.Hut., memiliki kelebihan 15 Angka Kredit dan dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

c. Analis Perkebunrayaan pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
Sdri. Sri Rahayu, S.Sos., NIP. 198402102009032001, pangkat Penata,
golongan ruang HIfe, terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan
Analis Perkebunrayaan Ahli Muda dengan Angka Kredit kumulatif
sebesar 225. Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2017
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sampai dengan 31 Desember 2017, Sdri. Sri Rahayu, S.Sos., telah
mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun
pertama masa pangkat yang dimilikinya yakni sampai dengan 31 Maret
2018 telah memiliki Angka Kredit kumulatif yang dapat
dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I,
golongan ruang I11/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang dimilikinya
sejak 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I,
golongan ruang 1II/d, Sdri. Sri Rahayu, S.Sos., wajib mengumpulkan
Angka Kredit paling kurang 20% x 100 = 20 Angka Kredit.
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN
CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GURERNUR/BUPATI/WALIKOTA®)
NOMOR .............

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

. NIP .. ... pangkat/golongan ruang ..
veeeeeee telah memen synnn dnn ianggap cakap untuk diangkat d.nhm Jabatan
Fungsional Analis Perket

bnhnberdnnrkmlcmmh-njalaunynngtdlhdxmmphn.p:ﬂummmgh:m

bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Jab Fungsional Analis Perket

l&-rlmrnn Bndnn K:pegawnmn Negnrl Republik Indonesia Nomor 45 Tnhun 2019
g Petunjuk Pe Pembinaan Jak Fungsional Analis Perket y

MEMUTUSKAN:

Menimbang =

L

AR

Menetapkan .

KESATU :  Pegawai Negeri Sipil dibawah in::
a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ...
o URREE. T T ieesieresaaseisensbeksiedindiassitasonniint
Terhitung mulai tanggal .. dmnﬂral dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
jenjang .......... dengan mgkn k.redn scbesar ....... { I )

KEDUA $
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat Iuleellrulndalnmlccpukuunuu akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagas va.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN:
1. Mnkmmmmnwmmhmwhwﬂem ")
2. Pejabat Pinpmn ngp pega /Bagian
yang Pega bennng\mhn:'l
3. Pejabat ynng bemnan; menetnpkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pe dah Negara /Kepala Biro/
Bagian K yan gh ; dan
5. Pejabat lain yang dnnggap #
*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada p han dik yang dinnggap perlu.

www.peraturan.go.id



2019, No.1356 -46-

LAMPIRAN 1T
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-

PINDAHAN DARl JABATAN LAIN KE

DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

PERKEBUNRAYAAN
KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR ..........
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/! GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang :  bahwa untuk mengisi ket yang lowong, Saudar ........oocoen | || SR
j - pundmt/golon@ln nsang ... .. telah memenuhi syamat dnn
dianggap cakap tuk diangkat dalam Fungs 1 Analis Perkeb Ly
perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat I. Und Undang N 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nepn d.nn Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Jab | Analis Perkeb
4. Pe an Bad Kepega: Neprn &pubhk lndumm Nomor 45 Tahun 2019
t g Petunjuk Pelak Pembinaan Jak Fungsional Analis Perket y
Menetapkan
KESATU
dnhm b-um P\upmnnl Analis Perkebunrayaan;
KEDUA 3 -
KETIGA 3 Apnh-h di kemudian hari ternyata tudupnl kekeliruan dalam lcepumun ini, akan
pﬂbuﬂnm dnn peth.mmn
Asli K kepad Peg:mﬂm&pilyangbcmnghsmnunmk
diketahui dan dnndnhknn -.-b-gpunm
Ditetapkan di ........ccoceveens
pada tanggal ...l
B | ke eesn s
1. sznhwxzppnmﬂepm/hpdnhnwtﬂ_ "‘“ l(tpeg_ jan Negara;*)
2. — Pampinan Tinggi Pr yang 151 kepega /Bagian
berlnndmhn"l
3. Pepbnt yang heuvnnng menehpkm angka kredit;
4. Kepala Kantor Pel Perbendah Negara /Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®); dan

5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*| Dicoret yang tidak periu

**) Diisi apabila ada p bahan diktum vang dianggap perlu
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LAMPIRAN IV

FERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

FETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGEATAN
PENYESUAIANf INPASSING
KEPUTUSAN
FIMPINAN LH'JK}GUBERNLIR}EUH!.TIJWALIKGTA"]
TENTMG
PENYESUAIAN / INFASSING DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FIMPINAN LFNK/GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA*),
Menimbang :  bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Sawdarn ... NIP ... jobatan
pangkat/golongan ruang ............ telah memenuhi syarat dan dianggap
cuknp un'l.'u.'lt dinnglat dalam Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayasn melalhai
penyesuaian; inpeessing,
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarn
2. Pemmturan Pemerintah Momor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawni Negeri Sipil;
d. Pemturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negora dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayman;
4. Permturnn Badan Kepegowainn Negonra Republik Indonesia Womor 45 Tahuan 2019
tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Pembinann  Jabatan Fungsional  Analis
Perkebunmaymnn.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
EKESATU :  mengangkat:
a. Nama
b. NIP
. Pangikat/Golongan nmang TMT t
d. Unit Kerja fssa 153
Terhitung mulai tanggal ....... dJse:unIl-m.nlfmpussmg dalam Jabatan Fung:lnnn] Anali=
Pekebunrayaan, jenjang ...... dengan angka kredit sebesar ... (..o
KEDUA o |
KETIGA :  Apabila dikemudian hari ternyata t:rﬂ.upﬂ.t kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diacdakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestima.
Azli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawni Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan disndahkan sebagaimana mestinys.
Ditetapkan di ....oooeeeee
TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negora /Kepals Kantor Regional Hadan Kepegawasian Negara;®)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /
Bagian yang membidang kepegawnian yang bersanghkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menstapkan anglka kredit;
4. Kepals Kantor Peloyanan Perbendaharaan Negara | Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®); dan
5. Pejabat lain yang dianggap periu.
*1 Coret yang tidak periu.
**| Diisi apabils ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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LAMPIRAN V

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN

MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR /BUPATI/ WALIKOTA*)
NOMOR .............
TENTANG
PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang :  bahwa untuk mengisi kebutuhan jat yang | ng. Saudara ... NIP ......... jabatan
.................. pangkat /golongan ruang ............ t:lnh memenulu syarat dan dmngglp
cakap untuk diangkat dal lab Fungsi Perket v lu
Promosi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomaor 5 Tahun 2014 tentang Apamhxr Scpd Nepn
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 t gawai Negeri Sipal;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apnntur Negara ‘dan I’kl’ormasl Birokrasi Bepubllk

Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Fungsional Analis Perkeb
4. Peraturan Bndnn Kepepvmun Nepm Rrpuhﬁk lndnmsm Nomor 45 Tnhun 2019
b Fungsional  Analis
Pedoebunuynnn.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU :  mengangkat:
a. Nama
b. NIP
. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja
Terhitung mulai tanggal ... 1 Analis

KEDUA PR AN A D IR -

KETIGA :Aplbilndxktmudmnhnﬂlmtymurdlpalk:kehnmndnhmhepuhwmnkm
dindakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawni Negeri Sipil )nng bersnndmlnn untuk
diketahui dan diindahkan sebagai ya.

Ditetapkan di ..........
pada tanggal ........covienienans

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidang: kepegawaian /Bagian
yang bidangi kepegawaian yang bersanghkutan;)
3. Pejabat yang ber 18 pkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelay Perbendah Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
Coret yang tidak perlu.
} Diisi apabila ada p bahan diktum yang dianggap periu.

3

www.peraturan.go.id



40. 2019, No.1356

LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESLA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

AAN JABATAN FUNGSIONAL
(EBUNRAYAAN

CONTOH
DAFTAR USUL PENILALAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN AHLI ...
Nomor ...

INSTANSI : MASA PENILATLAN
Bulan ... S/D Bulan ....... Tahun ...

NO | KETERANGAN PERORANGAN
1 N mma

2 NIP

3 Nomor Seri Kartu Pegomawmi

4

5

Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

6 Pendidikan y
angka kreditr

1g diperhitungkan

T Jabatan Analis Perkebunrayaan ! TMT
8 B 1 Kerja golongan lama
9 Masa Kerja golongan baro

10 Unit Kerja

UNSUR YANG DIENILAL

ANGEA KREDIT MENURLUT
UNSUR, 3UB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARD | JUMLAH

] UNSUR UTAMA
1. PENDIDIKAN

PERKEHUNRAYAAN

7T AN

. FENGEMBANGAN FROFES]

ILAH UNSUR UTAMA

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
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Il | LAMFIRAN PENDUKUNG DUPAK
1. Surat pernyataan melakbukan kegiatan ......
2. Burat pernyvataan melakukan kegiatan ...
3. Surat pernyatasn melakukan kegiatan ........
4. Surat pernyataan melakukan kegiatan
pengembangan profesi
5. Surat permyataan melakukan kegiatan penunjang |00 e
6. dan seterusnya ........
1] |
IV | CATATAN PEJABAT PENGUSUL
|
b
. .
4. dan seterusnya b i
(jabatan)
[Mama Pejabat Pengusul)
| | o P
V | CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
L. casceseacimnas
2 i
b T
4. dan seterusnya | i
|Nama Penilai I)
NIP. .ooiimiianees
[Mama Penilai IT)
')
V1 | CATATAN KETUA TIM PENILAI
|
2o i
. N
4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai,
(Nama)
NIP. oiiiiiiann
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CONTOH

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL/TEKNIS

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Menyatal

Nama

NIF

Panglkat/ golongan ruang
Jabatan

Unit kerja

kan bakw:

Mama
NIP

Pangkat/ golongan mang/ TMT

Jabatan
Unit kerja

-51-

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUHLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERKEEUNRAYAAN

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDHKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS

2019, No.1356

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsionalfteknis analis perkebunrayaan sebagnai berikut

. : _— Satuan J,umlah Anghka <Huimlsly Keterangan /
Mo Uraian Kegiatan Tanggal Hasil 'u-nl:.l.mr Kredit Angka bukti Rk
Kegintan Kredit
1 2 3 4 =] 4] il 5
1.
.
3.
4.
5.
st

Demikian pernyataan ind dibuat

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung,
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CONTOH

SURAT FERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS
PERKEBUNRAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama
NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan
Umnit kerja

Menyatakan bahwm:

Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

-50-

LAMPIRAN VIII

FERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESLA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTA

NG

FETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERKEBUNRAYAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PERKEEUNRAYAAN

Melakukan Kegiatan Analisis Perkebunroyaan sebagai beriloat:

Jumilah Jumlah |
Mo Urnian Kegiatan Tanggml Bl “':.m Vohume .-'Lngk.a Angka H.N I:‘:I'E.L'I.!:‘,.:!L'I..l
Hasil i Kredit s bulketi fisilkc
Kegintan Kredit
1 2 3 4 5 (o] 7 [
1.
2.
3.
4.
5.
dsit

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinys.

Atasan Langsung,

www.peraturan.go.id



CONTOH

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bowah ini:

MNama
NIP

Panglat { golongan mang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang /TMT

Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikout:

-53-

LAMPIRAN IX
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUHLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERKEEUNRAYAAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

2019, No.1356

" : Satuan "I.“'m]ah Angka s Keterangan /
Mo Uraian Kegiatan Tanggal Himsil Volume Kredit J\.l".F:l‘l.n.'l buaketi Fimile
Kegintan Kredit

1 2 3 4 5 [ 7 5

1.

2.

3.

4.

5.
dst
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LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN
CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN

UNSUR PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang scbagai berikut:

Jumlah Jumlah

No Uraian Kegiatan Tanggal S:ll:s?ln Volume ani:(:: Angka K;:::.nt_f’;:/
Kegiatan Kredit

J 2 3 5 5 [ 7 [

1.

2.

3.

4.

5.

dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan scbagaimana mestinya.

www.peraturan.go.id



CONTOH

SURAT PENYAMPAIAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Kepada Yth.

-55-

LAMPIRAN XI

2019, No.1356

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERKEBUNRAYAAN

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan *)

di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama

Pejabat Fungsional Analis Perkebunrayaan dan bukti fisiknya, sebagai berilkut:

PANGKAT/
NO NAMA/NIP JABATAN UNIT KERJA
GOLONGAN RUANG
I
2
dst

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*) tulis nama jabatannya

Pimpinan Unit Kerja atau paling rendah

Administrator atau Pengawas yang

membidangi pelayanan tata usaha®)

www.peraturan.go.id
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CONTOH

-56-

LAMPIRAN XII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESLA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMEBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

PENETAPAN ANGEA KREDIT

Instansi

PENETAPAN ANGEA KREDIT
NOMOR .............

Masa Penilaian: ...

[ M-.I ERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Momor Ser

i KARPEG

]:'il'lik..'l'. {Golongan neang TMT

Tempat d&n Tan u-el lahir

Jenis Kelamin
——

Pem

didzkan YR r'.iEr':llru:l ghan il'l:k..‘l kreditnya

e B8] (=gl [40] B2 L8 LR Ol

.JihiLl an Fungsional /TMT

. o , Lama |
Mas=a Kerja Golongan |ﬂ |

Unit Kega

1] PENETAPAN ANGEKA KREDIT LAMA BARL

JUMLAH

A | Pendidilean Selolah

B | Angka Kredit Penjenjangan

1_| UNSUR UTAMA

a

b.

Pendidikan dan pelatthan fungsional ftelonis di bidang Analisis
Perkebunrayaan dan  memperokeh  Sumt Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatthan [STTPP] atau Sectiftkat

Analisis Perkebunrayaan

.

Pengembangan Profesi

Jumblah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG

| Ke Eiil.il.r. Permun E.r.u An .1'.5 Pf“r:v:l:“:'.'.l'lr.‘l'.'.‘lil‘l

Jumlah Unsur Perunjang

Jumblah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Pe njenjangan

DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGEAN UNTUE DINATKEAN DALAM JABATAN ... ]
PANGEAT /GOLONGAN RUANG ...,

Ditetaploan di .....ovomemeimemnmens
Poda tanggal ...

Moama Lenglkap

ASBL] disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Tembusan dis

bersangkutan

BiLn b

Pejabat yang berwena
Sekretaris Tim Penilai yang £
Pejabat Pimy p|'|1'| Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang

amipaikan kepada:

g menetapkan Anglen Kredit;
ang bersanghkutan

Pimy ypinan Unit Kerja yang bersangikutan;
Analis Perkebunrayaan yang bers
Pejabat lain yang dipandang periu.

nghutan; dan

*| Coret yang tidak periu

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN X1l

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERKEBUNRAYAAN
CONTOH

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM  JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR.........ceererenceneae
TENT.

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang :  bahwa untuk mengisi kebutuhan jab Analis Perkeb yang } Saudara
......... NIP ............... jabatan ............... pangkat/golongan ruang telah o thi
synrn!dnndmnmpmhpunhxkdnmkknndnhmxnm;nhdnnuunﬂmkhhunm

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re‘ornusi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 g Jab Fungsional Analis Perkebunrayasan;

4. Per an Bad Kepegawai Negnra lbpubhk lndonem Nomor 45 Tahun 2019
g Petunjuk Pelak P Fungsional Analis Perkeb 'y
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

KEDUA - B S BORCLA LS R LDl D AU CLT M U T T L SO OB EE 2 o A OO T O

KETIGA :  Apabila di yata paxlmkelmmndlhmheputuunuu akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagai ya.
AﬂlKepumnnxmdmmpuhnkcpnd.Pegumeegen&pdynngbenln@mmnumuk
diketahui dan diindahk

ditetapkan di .
pada tanggal ..
NIP.

TEMBUSAN:

& chnlnBadnnKepegnrlunNepul" la Kantor Regional Badan Kepegawasan Negara;®)

2. Pejabat Pimpi Tinggi Pr ylngmembndmp kepegawaian /

Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan:®)

3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

4. chnh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/

Keuangan yang bersangkutan®); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

**) Dissi apabila ada p bahan dib yang dianggap perlu.

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS PERKEBUNRAYAAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PERKEBUNRAYAAN

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA")
NOMOR ...............
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERKEBUNRAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*),

Menimbang ik, bahwn berdunrhn T T o Nomor ............. tanggal ........... perihal
P hentian dari Jab Fungsional Analis Perkebunrayaan karena
............. S |
b. bak k te perlu 1akuk pemberh dari Jabat
Fungsional Analis Perkebunrayaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun ml4tenhnghpualur&pdNepn
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 t gawai Negeri Sipal;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan A;nntur Negara “dan lkformam Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Fungsional Analis Perkebunrayaan;
4. Peraturan Badan Kepegtmn Neglm Repuhlik Indonena Nomor 45 Tahun 2019
tentang  Petunj Fungsional  Analis
Perkebunrayaan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 3
KESATU : Terhitung mulai tanggal ....... dibcrfunhlmn dar jabatan Analis Perkebunrayaan:
a. Nama
b. NIP
. Pangkat/Golongan ruang/TMT 3
d. Jabatan
e. Unit Kegja
KEDUA L TR R DI B R R NS N G U TP Le-L
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata lerdnpnl hchelmmndnlmheput\unn ini, akan
dindakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai v
Keputusanuuduampaiknnkepndu?eprepn&pdynngheﬂnnﬁumnunmk
pada tanggal ..
NIP.
TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawasan Negara/Kepala Knntot chonalﬂndm&pe'wmn Negara;*)
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pr yang membidang kepega
Bagian yang membidang kepeg; yang bersangkutan:®)
3. Pejabat y berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu
*| Coret tidak perlu
17 sumd-npmmnumtkzqapﬂmgmnd.hxungkmﬁmpunnﬁnm?num nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat p dari j

***) Diisa apabila ada penambahan diktum 1 yang dmnmnp periu.

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PERKEBUNRAYAAN
CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA®)
NOMOR ..........

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PIERKEBUNRAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA®),

Menimbang : bahwa Saudara ......... NIP ...... pangkat/golongan ruang ...... jabatan ... , telah
mcmenul'u mldmdmnmpcnhptmmkdmr@m bali dal Jab Fungsional
Mengingat . Undaanndnng Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Penda; Apnmmr Negara dan Rcl’nrmul Blmkrux Republik
4

yagunaan
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018
. Peraturan Badan Kepegawaian Negnn Republik Indonesia Nomar 45 Tahun 2019

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jab Fungsional Perket Ly
Menetapkan
KESATU
KEDUA 5
KETIGA :  Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhsmnpn Iu:mb-h sebagaimana mestinya.
Asli § ini path kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindah} scbagai \
NIP.
TEMBUSAN:
1. Kepala Badan Kepegawaian Nw[@“htwﬁwﬂ&dﬂn&p@wl‘m
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang idangi kepega
yang bersangkutan:®)

www.peraturan.go.id
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3. Pejabat yang ber g pl angka kredit;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan®); dan

5. Pejabat lain yang dianggap periu.

*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada pe bahan diktum yang dianggap periu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BIMA HARIA WIBISANA

www.peraturan.go.id



